ABSTRAK

Perizinan berfungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai pengatur. Sebagai
fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak
bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi
kehidupan masyarakat dapat terwujud. Di Kota Pekanbaru masih banyak
pengusaha salon yang tidak memiliki dan tidak mengurus izin salonnya, yang
pada dasarnya sangat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Di Bidang
Kesehatan yang menyatakan setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan
atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan dan yang akan bekerja pada
pelayanan kesehatan di daerah wajib memiliki izin dari pemerintah daerah.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi
Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2004 Terkait Dengan Pendirian Salon Di Kota
Pekanbaru dan Apa Faktor Penghambat Yang Mendorong Pemilik Salon Tidak
Mengurus Perizinan Sesuai Dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2004.

Jenis penelitian yang digunakan adalah observational research, yang
bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci
tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2004 Terkait Dengan
Pendirian Salon Di Kota Pekanbaru.

Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2004 Terkait Dengan
Pendirian Salon Di Kota Pekanbaru adalah belum berjalan dengan baik,
dikarenakan banyak pengusaha salon yang tidak mengurus izin sehingga
bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004,
dan Faktor Penghambat Yang Mendorong Pemilik Salon Tidak Mengurus
Perizinan Sesuai Dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2004 adalah tidak adanya
pengawasan dari pemerintah, keterbatasan sumber daya manusia yang bekerja
sehingga tidak ada yang memantau dilapangan, dan Kurang kesadaran pemilik
salon.



